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PUTUSAN
Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.SS

= ) Cman ) ) ay
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan dan
Pelayanan Perizinan Terpadu, tempat tinggal di Dusun |l
PeXXXXX Eselon lll, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Halmahera Tengah, untuk sementara berdomisili di
XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX

Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ilbu
Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX,
Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX Kepulauan,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24
Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor
0072/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 24 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2009 langsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Utara sesuai Akta Nikah Nomor : 114/07/XI/2009 tanggal 14
Desember 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXX, Kecamatan
XXXXX Utara, Kota XXXXX Kepulauan selama 1 hari, kemudian
Pemohon dan Termohon pindah di Rumah orang tua Pemohon di
Kelurahan XXXXX namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon
belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 kehidupan Rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon
dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan disebabkan
antara lain:

3.1. Bahwa Termohon tidak menghargai orangtua dan saudara-saudara
Pemohon dan sering menceritakan kejelekan keluarga Pemohon
kepada orang lain;

3.2. Bahwa Termohon sangat boros mengatur masalah keuangan;

3.3. Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon berpacaran dengan
perempuan lain;

3.4. Bahwa Termohon sering keluar Rumah dan sering menceritakan
masalah Rumah tangga kepada orang lain;

4. Bahwa berdasarkan posita pada poin 3, Pemohon dan keluarga telah
menasehati Termohon agar merubah sifat dan kelakuannya namun

Termohon tidak pernah mau berubah;
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5. Bahwa puncak keretakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi
pada bulan Februari 2016, dimana Termohon tidak merubah sifat dan
kelakuannya, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal selama 1 bulan lebih;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Soasio ;

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pendapatan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Halmahera
Tengah, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan
permohonan cerai terhadap Termohon sesuai Surat Izin Cerai, tanggal 17
Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa pada tiap-tiap persidangan, majelis hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah
Rumah tangga secara kekeluargaan dan kembali hidup rukun sebagai suami
istri namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh

proses mediasi dengan mediator saudari Riana Ekawati, S.H., M.H., namun
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berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2016, upaya mediasi tidak

berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk
umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 12 Desember 2009;

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke Rumah orangtua
Pemohon di Kelurahan XXXXX, dan Pemohon dengan Termohon belum
dikaruniai keturunan;

- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghargai orangtua dan
saudara-saudara Pemohon dan sering menceritakan kejelekan keluarga
Pemohon kepada orang lain karena Termohon jarang di Rumah dan
sering ikut Pemohon bertugas di XXXXX;

- Bahwa tidak benar Termohon sangat boros mengatur masalah keuangan
karena Pemohon memberikan nafkah dari penghasilan Pemohon setiap
bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sejak tahun
2016, Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon sejumlah
Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa benar Termohon sering mencurigai Pemohon berpacaran dengan
perempuan lain karena Termohon pernah melihat sms dari teman kantor
Pemohon bernama Masriah di Hp Pemohon dengan menggunakan kata
“sayang” pada tahun 2014, dan di tahun 2015, Termohon menemukan
foto perempuan lain di Hp Pemohon;

- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar Rumah dan sering
menceritakan masalah Rumah tangga kepada orang lain karena apabila

Termohon keluar Rumah hanya ke Rumah orangtua Termohon;

Him.4 dari 23 HIm. Putusan N0.0072/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penasehatan dari keluarga Pemohon mengenai
perselisihan yang terjadi pada Oktober 2014 namun perselesihan
tersebut telah berhasil didamaikan dan Pemohon dengan Termohon
telah kembali hidup rukun;

- Bahwa benar puncak keretakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon
terjadi pada bulan Februari 2016 namun bukan karena Termohon tidak
merubah sifat dan kelakuan Termohon namun karena Pemohon tidak
mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon bertugas di XXXXX dan
benar Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama 1 bulan lebih;

- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan Rumah tangga
Pemohon dengan Termohon oleh karena itu Termohon tidak bersedia
bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim

agar menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara
lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar perselisihan antara Pemohon dengan Termohon di bulan
Oktober 2014 telah diselesaikan dan Pemohon dengan Termohon telah
kembali hidup rukun. Namun penyelesaian masalah antara Pemohon
dengan Termohon tersebut dengan sebuah perjanjian antara keluarga
Pemohon dengan orangtua Termohon, bahwa Termohon tidak akan
mengulangi perilakunya yang seperti pada posita angka 3, dan Ibu
Termohon sendiri yang mengatakan bahwa apabila Termohon
mengulang kembali perbuatan dan perilakunya tersebut, maka jatuh
talak Pemohon terhadap Termohon;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan di

bulan Februari 2016 disebabkan Pemohon tidak mengizinkan Termohon
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ikut ke XXXXX karena saat itu ibu angkat Pemohon sedang sakit
sehingga Pemohon berharap Termohon tetap tinggal dan yang
mengurus lbu angkat Pemohon, selain itu Pemohon sementara
menjalani pemeriksaan keuangan sebagai Bendahara di kantor
Pemohon;
Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;
Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi-saksi;
A. Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8272051305790002, tanggal
20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah. bukti P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471/50/29.10/2016, tanggal 21
Maret 2016, yang di keluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan.bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/07/XI/2009, tanggal 14
Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX
Kepulauan. bukti P.3;

B. Bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha XXXXXdi
XXXXX, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kota XXXXX Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon
adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Temohon belum dikaruniai keturunan;
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- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal diRumah
orangtua Termohon selama satu tahun kemudian pindah dan
tinggal di Rumabh ibu angkat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan di
tahun 2014, disebabkan masalah Termohon menuduh Pemohon
selingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak peduli dengan
keluarga Pemohon. Namun masalah tersebut telah selesai dan
saksi yang membantu memfasilitasi pertemuan antara keluarga
Pemohon dan orangtua Termohon dari pertemuan tersebut
melahirkan komitmen secara lisan bahwa Termohon tidak akan
mengulang kembali perilakunya bahkan lbu Termohon mengatakan
apabila Termohon mengulang kembali perbuatannya tersebut, jatuh
talak Pemohon terhadap Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
sekitar 2 bulan lalu, saat itu Termohon memeluk Pemohon namun
Pemohon tidak mau dan langsung keluar Rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat
tinggal, Pemohon tinggal diRumah saksi dan sering ke XXXXX
untuk bekerja;

- Bahwa saksi pernah dengar cerita Pemohon bahwa Termohon
keluar Rumah tidak pamit kepada Pemohon lebih dari tiga kali;

- Bahwa saksi pernah melihat ibu Pemohon menyapa Termohon tapi
dibalas Termohon sambil berlalu;

- Bahwa setelah sidang tanggal 25 April 2016, Termohon keluar dari
Rumah karena ibu angkat Pemohon yang meminta keluarga
Pemohon untuk mengeluarkan Termohon dari Rumah;

- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga dan tetangga bahwa
Termohon sering menceritakan masalah keluarga ke orang lain;

- Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon tidak

mampu hidup dengan Termohon dan tidak sanggup melihat
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perbuatan Termohon yang tidak betah di Rumah ibu angkat
Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Bendahara di dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan setahu saksi
penghasilan Pemohon setiap bulan antara Rp.800.000,-(delapan
ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan
setiap bulan diberikan utuh kepada Termohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

2. SAKSI Il umur 35 tahun, agama lIslam, pekerjaan Pegawai Honor

pada Dinas Perhubungan Kota XXXXX Kepulauan, tempat tinggal di

Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX

Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon
adalah istri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah
orangtua angkat Pemohon;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke Rumah Pemohon dan
Termohon namun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar;

- Bahwa alasan Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon
tidak ada komunikasi dan tidak menghargai keluarga Pemohon,
seperti Termohon lewat depan orangtua Pemohon tanpa permisi;

- Bahwa Termohon tidak melayani orangtua Pemohon, orangtua
Pemohon yang mengurus diri sendiri atau dibantu adik Pemohon;

- Bahwa Termohon sering ikut Pemohon ke XXXXX, kalau Termohon
tidak ikut akan terjadi pertengkaran;

- Bahwa Termohon pernah bertengkar dengan ibu angkat Pemohon
sekitar 3 tahun lalu dan Termohon tidak menghargai ibu Pemohon,

lbu Pemohon yang belanja dan memasak, Termohon justru pergi
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ke Rumah orangtua Termohon dan makan disana, dan baru
pulang ke Rumah jam 11 malam;

- Bahwa Termohon sering pergi ke Rumah orangtua Termohon dan
pulang malam kalau tidak ada Pemohon di Rumah, kalau Pemohon
ada, Termohon baru pulang ke Rumabh jika di telepon Pemohon;

- Bahwa saksi dengar dari cerita tetangga saksi bernama Umi bahwa
Termohon cerita ke tetangga kalau Termohon mengurus orangtua
Pemohon seperti pembantu;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar pada bulan Februari 2016 karena Termohon ingin ikut
Pemohon ke XXXXX namun Pemohon tidak mau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon tetapi sifat Termohon tidak berubah;

- Bahwa setahu saksi dari cerita kakak Pemohon, penghasilan
Pemohon setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga
juta rupiah);

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah
kepada Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah

mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERMOHON |, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Utara,
Kota XXXXX Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah Kakak ipar saksi dan Pemohon adalah

suami Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah

orangtua Pemohon;
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Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan saksi
tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, apalagi
Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon;

- Bahwa Rumah saksi berdekatan dengan Rumah Pemohon dan
Termohon hanya terpisah satu Rumah dan saksi sering berkunjung
ke Rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bercerita di Rumah
tetangga karena Termohon selalu ikut Pemohon kerja di XXXXX
dan baru kembali ke XXXXX pada hari Jumat, kemudian kembali
lagi ke XXXXX pad hari Minggu atau Senin, dan Termohon selalu
berada di Rumah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai
dari cerita tetangga Pemohon yang juga mendengar dari cerita ibu
mertua Termohon;

- Bahwa saat ibu angkat Pemohon sakit, Termohon yang
mengurusnya dan saksi melihat sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah Rumah tangga Pemohon dan
Termohon di tahun 2014;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan,
dan Pemohon datang untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar mempertahankan
perkawinannya dengan Pemohon;

2. SAKSI TERMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Honor pada Satpol PP Provinsi Maluku Utara, tempat tinggal di
Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX Kepulauan,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah sepupu saksi sedangkan Pemohon
adalah suami Termohon sekaligus teman saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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- Bahwa setahu saksi Rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat

tinggal tapi saksi tidak tahu berapa lama, saksi dengar dari cerita
‘mama ade” (tante) Termohon bahwa Termohon diusir dari Rumah
orangtua Pemohon oleh keluarga Pemohon satu minggu lalu;

- Bahwa Pemohon jarang di Rumah karena kerja di XXXXX dan

saksi jarang berkunjung ke Rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai

dari cerita tetangga pada awal April 2016;

Bahwa selanjuthya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup
dengan alat bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonannya untuk bercerai sedangkan Termohon
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai
dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan
majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di tiap-
tiap persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar
mempertahankan keutuhan Rumah tangga mereka dan kembali hidup rukun

namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh
proses mediasi dengan Mediator Riana EKawati, S.H.,M.H. sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkkan bahwa
Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak Oktober 2014,
kehidupan Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
disebabkan terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan
puncak keretakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada
bulan Februari 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih. Dan dengan alasan-alasan
tersebut, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut
Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar sejak Oktober 2014, Rumah tangga Pemohon dan

Termohon tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon
terjadi perselisihan secara terus-menerus karena perselisihan tersebut
sudah berhasil didamaikan oleh keluarga Pemohon, dan Pemohon
dengan Termohon telah kembali hidup rukun;

- Bahwa benar keretakan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi
di bulan Februari 2016, sehingga Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

- Bahwa tidak benar penyebab keretakan Rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada bulan Februari 2016, menurut Termohon penyebabnya
karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke
XXXXX, dan atas tuntutan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak

bersedia bercerai;
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Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon
telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan
semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada
pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa telah jelas ada dalil Pemohon yang dibantah
Termohon, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang
dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga
Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai tempat tinggal dan
tempat domisilinya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu
Tanda Penduduk) dan P.2 (Asli Surat Keterangan Berdomisili), yang mana
bukti P.1 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok
dengan aslinya sedangkan bukti P.2 adalah surat keterangan yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Pemohon
benar adalah warga penduduk Dusun lll PeXXXXX Eselon lll, Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, dan untuk kepentingan
berperkara di Pengadilan Agama Soasio mengambil domisili di Kelurahan
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon
mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon,
Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12
Desember 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX
Utara, Kota XXXXX Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat, dengan demikian patut dinyatakan terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon

tentang Rumah tangganya yang tidak harmonis, telah retak dan telah
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berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi
yaitu Idris bin Sadin dan SAKSI I

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan
dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan
pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara
yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi
syarat materiil saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan bahwa sejak Oktober
2014, Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena
terjadi perselisihan secara terus-menerus;

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon yang sudah
diakui oleh Termohon yaitu Rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah retak pada bulan Februari 2016, dan Pemohon dengan
Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil bantahan Termohon bahwa
penyebab keretakan Rumah tangga karena Pemohon tidak
mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke XXXXX;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi SAKSI TERMOHON |
dan Junaidi bin Fataha;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan
dalil bantahan Termohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan
pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara

yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan
Pemohon yang sudah diakui oleh Termohon, yaitu Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, ada sebagian yang
membenarkan dalil permohonan Pemohon dan sebagian lagi dibantah oleh
Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang membenarkan dalil
Pemohon adalah tentang keretakan Rumah tangga Pemohon dengan
Termohon yang terjadi pada Februari 2016, yang mengakibatkan Pemohon
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa
apabila suatu dalil telah diakui secara tegas, maka dalil tersebut harus dinilai
benar adanya, karena pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang
mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai
dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang
saksi Termohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi Rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis dan telah retak sejak Februari 2016, yang
mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 2
bulan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah
tentang penyebab keretakan Rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon dan untuk itu saksi Pemohon tidak dapat menguatkan dalil
permohonan tersebut, justru saksi Pemohon mendukung dalil bantahan
Termohon bahwa penyebab keretakan Rumah tangga Pemohon dengan
Termohon karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama
Pemohon ke XXXXX;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan
Termohon, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran yang
dianggap benar yaitu penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon tidak
mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dall Pemohon dan jawaban
Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi
Termohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 12 Desember 2009 dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaan Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak
harmonis disebabkan terjadi perselisihan secara terus-menerus sejak
Februari 2016, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya
selama kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa penyebab perselisihan secara terus-menerus adalah karena
Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke
XXXXX;

Menimbang, bahwa munculnya masalah dalam sebuah Rumah
tangga merupakan suatu kemestian. Tak satupun Rumah tangga yang luput
dari padanya. Masalah yang memicu terjadinya perselisihan antara suami
dengan istri dalam sebuah perkawinan merupakan perkara yang tidak bisa
dihindari. Dalam menghadapi perselisihan tersebut sebisa mungkin disikapi
secara arif, sabar dan pikiran jernih dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil
keputusan untuk menyelesaikan masalah Rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
yang berlangsung secara terus-menerus merupakan indikasi hilangnya rasa
cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagai fondasi utama suatu
perkawinan sehingga tidak ada lagi ketenangan, kebahagiaan dan
ketenteraman dalam membina Rumah tangga sehingga tujuan perkawinan
untuk mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sulit untuk dicapai;
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Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon
dengan Termohon, meskipun dalam kurun waktu yang belum lama namun
putusnya komunikasi diantara kedua belah pihak menunjukkan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menjalankan tugas dan
kewajiban masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri, karena
tidak mungkin dapat membina Rumah tangga apabila hidup terpisah tidak
dibawah satu atap;

Menimbang, bahwa keadaan Rumah tangga Pemohon dengan
Termohon yang demikian, ditambah dengan ketidakharmonisan hubungan
Termohon dengan keluarga Pemohon, hal demikian telah cukup
membuktikan bahwa meskipun Termohon tetap tidak bersedia bercerai
namun dengan keadaan tersebut sangat tidak mungkin apabila hanya salah
satu pihak saja yang menginginkan perdamaian melainkan akan membawa
mudharat bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon tersebut, majelis hakim telah berusaha merukunkan dengan
menasehati kedua belah pihak agar membuka pintu damai dan memulai
lembaran baru kehidupan Rumah tangga mereka, begitu pula dengan upaya
damai melalui mediator namun semua itu tidak mampu menyurutkan langkah
Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak dan
mencegah kemudharatan apabila perkawinan ini diteruskan, majelis hakim
bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, ‘bahwa dalam hal perceraian tidak
perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu
sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak’:

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini berdasarkan kaidah
figih yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq,

Juz I, halaman 83 yang menyatakan :
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Artinya : “‘Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika Rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan semangat keadilan”.
dan kaidah figih yang tercantum dalam Kitab Ath Thalagminasy Syariatil
Islamiyah wal Qanun, halaman 40:
sliail) (2 g0 9 GIAY) Gl die (adAd) ) dalad) dg
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Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi
pertengkaran akhlag dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah’;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon
tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yakni, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
sebagai suami isteri, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 telah dikabulkan,

maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu
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raji terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (¢) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila
perkawinan putus karena talak, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban
memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada
bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi
kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim berpendapat secara ex officio perlu
membebankan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, tentang nafkah iddah dan mut’ah, majelis berpendapat
bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Termohon ingin
rukun dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon juga tidak
termasuk kategori istri yang nusyuz yang mengakibatkan gugurnya hak
nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, Termohon mempunyai hak untuk
mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Nafkah lddah adalah nafkah wajib yang diberikan
bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak, selama 3 (tiga) bulan
dalam masa tunggu (iddah) dan nafkah iddah gugur apabila istri terbukti
nusyuz kepada suami, sebagaimana ketentuan syariat Islam yang diatur
dalam Pasal 149 ayat (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana
sejalan dengan petunjuk Allah S.W.T dalam Al Quran surat At- Thalaq ayat
) :
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NOMORHIRK €0002A T4 60 B YO THRDIAR
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Artinya :
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“Hendaklah memberikan nafkah( kepada istri-istri yang telah ditalak)
orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya
oleh Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan’,

Menimbang, bahwa mutah adalah pemberian dari bekas suami
kepada bekas istri sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk menghibur
hati istri yang dijatuhi talak, berupa uang atau benda lainnya, sebagaimana

firman Allah SW.T dalam Al Quran surat Al Baqgarah ayat 241, yang

berbunyi:
06 O+ Q¥H O COHY OO EADTE=¢Y
Qe OV O VA M Wa 6 NB B «~®QRAQ
OEOR 20V FOHRIECOM @A F

Artinya :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya
mutah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang
yang bertakva’;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI
juga mengatur tentang prinsip mut'ah diberikan karena perceraian atas
kehendak suami dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami,
dan tidak dikecualikan terhadap nusyuz atau tidaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan
Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan
dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau
kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan
keterangan saksi-saksi Pemohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan
Pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan di kantornya
dan berpenghasilan tetap, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan

kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon di hukum untuk
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memberikan kepada Termohon nafkah lddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah
Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mutah berupa kalung
emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi
Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Soasio;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX Kepulauan dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Halmahera Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;
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4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah
Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat
ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mutah kepada Termohon
berupa kalung emas seberat 5 gram;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H.,M.H.
sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I,M.H. dan Ummu Rahmabh,
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16
Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah, oleh
kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir,
S.H.I,MH. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.LM.H. MIRADIANA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
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UMMU RAHMAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZUNAYA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara
1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-

2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 175.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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